ABSTRAK

Putri Maharani Rahma Aisah: Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas Dalam
Proses Peradilan Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang
Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan (Studi Kasus: Pengadilan Negeri
Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung)

Penyandang disabilitas digolongkan sebagai salah satu kelompok yang rentan
yang mana sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan seringkali tidak mendapatkan
hak-haknya. Kesetaraan hak dan kedudukan penyandang disabilitas merupakan prinsip
utama yang menjamin bahwa semua orang dapat memiliki hak yang sama dalam
mengakses keadilan. Sehubung dengan itu Mahkamah Agung telah menerbitkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 sebagai langkah untuk memperkuat
sistem peradilan yang adil, yang mana pengadilan diwajibkan menyediakan akomodasi
yang layak agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses
peradilan, termasuk peradilan pidana.

Penelitian ini menganalisis norma hukum pengaturan pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas dalam proses peradilan menurut Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi
Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan. Implementasi
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri
Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Pendekatan antara Pengadilan Negeri
Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menjamin akomodasi yang layak
bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Grand Theory yaitu Teori Hak
Asasi Manusia sebagai dasar pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses
peradilan. Middle Theory yaitu Teori Keadilan untuk menganalisis pemberian keadilan
bagi penyandang disabilitas dan Teori Negara Hukum untuk menganalisis penerapan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Bandung dan
Pengadilan Negeri Bale Bandung. Application Theory yaitu Teori Hukum Pelayanan
Publik untuk menganalisis fasilitas dan pelayanan yang diberikan pengadilan dalam
memenuhi hak penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, penelitiannya dilakukan
dengan cara mengambil isu hukum terkait gejala perilaku hukum dalam masyarakat yang
didapat secara objektif di lapangan yang berupa data, informasi, dan pendapat hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pemenuhan hak
penyandang disabilitas melalui perlakuan yang setara, nondiskriminatif, serta penyediaan
akomodasi yang layak dalam seluruh proses peradilan. Implementasi di Pengadilan
Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung telah dilakukan melalui
penyediaan layanan, sarana prasarana, dan peningkatan kapasitas aparatur, namun belum
berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas
aksesibilitas, dan konsistensi pelayanan. Terdapat perbedaan pendekatan antara kedua
pengadilan, dimana Pengadilan Negeri Bandung lebih unggul dalam sarana prasarana
fisik, sedangkan Pengadilan Negeri Bale Bandung lebih menekankan penguatan kerja
sama, kapasitas petugas, dan inovasi pelayanan bagi penyandang disabilitas.
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